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P 
andemik mungkin akan menjadi Endemik, 
demikian para pakar meramalkan kehidupan 
kita, yang mungkin bisa 5-10 tahun mendatang 
di lingkup oleh Virus Covid-19. Mau tidak 

mau, suka tidak suka, kita semua harus memiliki ke-
hidupan New Normal, Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) 
atau apapun namanya. Untuk itu, dengan segala peru-
bahan dan keterbatasan yang ada. Alhamdulillah,  Puji 
Syukur ke Hadirat Illahi Robbi, kami bisa me-
nyelesaikan  Buletin ini dengan harapan semoga dapat 
memberi manfaat yang optimal untuk insan perguruan 
tinggi di LLDIKTI Wilayah IV.  

Pembaca yang mulia, Buletin kali ini melaporkan 
topik utamanya (masih)  seputar implementasi konsep 
“Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”. Pro-
gram pemerintah yang dikomandani oleh Mas Menteri 
Nadiem Makarim, sosok muda yang progresif revolu-
sioner ini memang luar biasa. Selama ini kita 
terkungkung oleh pola atau mindset pembelajaran di 
perguruan tinggi yang relatif bersifat linier, rigid, top 
down atau berorientasi pada budaya paternalistik. 
Dengan adanya program MBKM ini, pemerintah mena-
warkan paradigma baru, kedaulatan pembelajaran dan 
memberikan nuansa Pendidikan yang lebih egaliter dan 
mempertimbangkan bahwa mahasiswa itu memiliki 
potensi, passion/peminatan serta cita-cita dan tujuan 
hidup yang berbeda. Selain itu para mahasiswa berhak 
merdeka memilih dan mengembangkan kompetensinya 
melalui fleksibilitas peta jalan perguruan tinggi. Untuk 
itu nampaknya tidak semua pimpinan dan sivitas akade-
mika perguruan tinggi siap untuk “Move On” atau cepat 
menyesuaikan dengan program MBKM ini. Terbukti 
dari survey yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah IV, 
ternyata baru ada sekitar 40 % dari ratusan PTS yang 
menerapkannya secara menyeluruh. 

Pembaca yang Budiman, Edisi buletin pertenga-
han tahun ini banyak mengangkat aktivitas LLDIKTI 
wilayah 4 dalam menjalankan peran dan fungsinya se-

bagai pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
berbagai perguruan tinggi di provinsi Jawa Barat dan 
Banten. Informasi yang disajikan pada buletin ini dalam 
bentuk feature atau artikel yang dibahas secara men-
dalam sehingga, diharapkan sidang pembaca dapat 
memperoleh sesuatu informasi yang lengkap dan men-
dalam, walaupun memang tidak terlalu aktual seperti 
media digital. Untuk itu laporan utama menyajikan ten-
tang “Seputar Implementasi Merdeka Belajar - Kampus 
Merdeka”, rubrik informasi seputar aktivitas/kegiatan 
yang diselenggarakan oleh  LLDIKTI Wilayah 4 beser-
ta “profil PTS” yang mengangkat Universitas 
Widyatama dan Politeknik Pos Indonesia yang diang-
gap sudah berhasil menerapkan MBKM di kampusnya 
masing-masing.  Tak lupa berbagai program dari Ke-
mendikbudristek pusat yang terkait dengan PTS/PTN di 
wilayah IV, juga disuguhkan untuk melengkapi mozaik 
informasi kita tentang dunia perguruan tinggi. 

Semoga informasi yang kami berikan dapat 
menambah pemahaman, penyamaan persepsi, bahkan 
dapat menginisiasi para pembaca untuk tetap kreatif, 
produktif secara optimis, di tengah-tengah pandemi 
Covid-19 yang belum mereda.  

Akhir kata, kami senantiasa membuka diri untuk 
menerima berbagai informasi seputar kampus anda un-
tuk berbagi, memotivasi serta menginspirasi rekan se-
jawat di perguruan tinggi lain di wilayah IV. Semoga 
wahana silaturahmi melalui Buletin ini, dapat berkontri-
busi untuk membangun dunia perguruan tinggi yang 
berkualitas dan berdaya saing.  

Redaktur 
Prof. Dr. Atie Rachmiatie, M.Si. 

SALAM REDAKSI 
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Merespons kesiapan Perguruan Tinggi 
dilingkungan LLDIKTI IV dalam 
mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM), LLDIKTI 
menyebarkan kuesioner pada 200 responden dari 
berbagai Perguruan Tinggi di lingkungan Jawa 
Barat Banten dan hasil kuesioner menunjukkan 
respons implementasi kampus merdeka di 
lingkungan LLDIKTI Wilayah IV antara lain 
sebesar 72%  sudah mengimplementasikan 
kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, dan 
hanya 27% yang belum melaksanakan. Mayoritas 
Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI IV 
sudah mengimplementasikan kebijakan merdeka 
belajar kampus merdeka, beberapa program 
kegiatan yang dicanangkan MBKM sudah 
dilaksanakan oleh PT seperti kegiatan magang, 
melibatkan mahasiswa dalam penelitian, 
kewirausahaan. Sehingga sebagian PT tidak terlalu 
asing dengan program MBKM. 

Namun berkaitan dengan dokumen standar 
mutu baru 50,5% yang sudah memiliki dokumen 
standar mutu tentang merdeka belajar kampus 
merdeka sisanya 49,5% belum memiliki. Hal ini 
dapat dimaklumi karena kebijakan MBKM 
merupakan program baru yang perlu didalami 
dalam implementasinya dikaitkan dengan 
ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM PT dan 
ini berimbas pula pada implementasi 8 kegiatan 
pembelajaran MBKM. Dari sebanyak 8 Bentuk 
Kegiatan Program (BKP) MBKM yang paling 

banyak sudah dilakukan ialah program magang 
yaitu sebesar 82%, karena pada umumnya PT 
sudah melaksanakan  kegiatan magang jauh 
sebelum dicanangkan Program MBKM.   

Program MBKM sejak dicanangkan 
kemendikbud menjadi tantangan tersendiri bagi 
kampus di Indonesia. Sebagian merasa siap dengan 
program tersebut, namun banyak juga yang 
terkendala karena berbagai persoalan seperti yang 
dihasilkan survei LLDIKTI yaitu, faktor eksternal 
makro seperti adanya pandemi Covid-19, Konversi 
Kegiatan MBKM ke SKS Mata Kuliah yang tidak 
sesuai dengan CPL, PTS masih dalam penjajakan 
implementasi, karena belum adanya role model 
implementasi kegiatan dari MoU sampai konversi 
SKS, keterbatasan sarana dan prasarana juga SDM, 
belum ada mahasiswa yang berminat. Setiap PT 
memiliki kendala yang mungkin berbeda dengan 
PT yang lain sesuai dengan kapasitas dan kesiapan 
PT dalam merespons kebijakan MBKM.  

Sementara itu untuk mengimplementasikan 
kegiatan MBKM di luar program studi juga 
dialami  berbagai kendala yaitu, Desain Kurikulum 
dan mekanisme pemberian SKS, mayoritas PTS 
sudah punya program serupa MBKM dan yang 
sudah memberikan SKS sesuai dengan arah 
kebijakan MBKM, ketersediaan Program, SDM 
dan kesediaan dosen pembimbing saat ini baru 
sedikit mahasiswa yang sudah menerima semacam 
bimbingan dari perguruan tinggi untuk ikut 
kegiatan MBKM, pendanaan program MBKM. 

Laporan Utama 
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Implementasi kegiatan MBKM yang 
melibatkan Mitra juga merupakan tantangan 
tersendiri. Oleh karena itu perlu disiapkan MoU 
antar Perguruan Tinggi dengan Mitra, kesiapan 
SDM, aspek finansial dan regulasi yang mengatur 
implementasi MBKM yang melibatkan Mitra 
dalam kegiatan MBKM.  

Latarbelakang Kebijakan MBKM 

Berbagai bentuk kegiatan belajar yang dapat 
dilaksanakan di luar perguruan tinggi, di antaranya 
melakukan  magang/ praktik kerja di Industri atau 
tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek 
pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar 
di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran 
mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan 
kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek 
independen, dan mengikuti program kemanusiaan. 
Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan 
dengan bimbingan dari dosen. Untuk menentukan 
dosen sebagai pembimbing kegiatan MBKM di 
luar kampus diperlukan kriteria khusus yang juga  
perlu dipertimbangkan PT. Kegiatan MBKM di 
luar kampus diharapkan dapat memberikan 
pengalaman kontekstual lapangan yang akan 
meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, 
siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. 
Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka 
merupakan salah satu perwujudan pembelajaran 
yang berpusat pada mahasiswa (student centered 
learning) yang sangat esensial. 

Latar belakang dicanangkannya kebijakan 
MBKM tersebut antara lain agar terbentuknya hard 
dan soft skills mahasiswa lebih kuat, apabila 
program ini diimplementasikan dengan baik. 
Selain itu juga untuk menjawab tantangan 
Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan 
yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan 
IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, 
maupun dinamika masyarakat. Mengingat 
perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan 
kemajuan teknologi yang pesat, maka kompetensi 
mahasiswa juga harus disiapkan untuk lebih gayut 
dengan kebutuhan zaman. “Link and match” tidak 
saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi 
juga dengan masa depan yang berubah dengan 
cepat. Sehingga Perguruan Tinggi dituntut untuk 
dapat merancang dan melaksanakan proses 
pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat 
meraih capaian pembelajaran mencakup aspek 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 
optimal dan selalu relevan.  

Selaras dengan latar belakang tersebut maka 
tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus 
Merdeka, ialah memberikan kesempatan pada 
mahasiswa untuk dapat mengikuti program “hak 

belajar tiga semester di luar program studi” untuk 
meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills 
maupun hard skills, sehingga mahasiswa dapat 
lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, 
serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa 
depan agar menjadi bangsa yang unggul dan 
berkepribadian. Program-program experiential 
learning dengan jalur yang fleksibel yang 
dirancang program MBKM diharapkan dapat 
memfasilitasi mahasiswa mengembangkan 
potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.  

 Landasan Hukum 

Landasan hukum pelaksanaan program 
kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar 
Program Studi diantaranya, sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, 
tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 
tentang Desa.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  

5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, 
tentang KKNI.  

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2020, tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi.  

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 
11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020.  

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 
16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.  

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 
17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 
Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa.  

10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 
18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat Desa. 

Persyaratan umum dan Pelaksanaan 

Beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dalam 
pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka, program “hak belajar tiga semester di 
luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan 
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umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 
maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai 
berikut:  

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi 
yang terakreditasi.  

2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada 
PDDikti.  

Perguruan tinggi diharapkan untuk 
mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan 
program Merdeka Belajar dengan membuat 
panduan akademik. Program-program yang 
dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati 
bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. 
Program Merdeka Belajar dapat berupa program 
nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian 
maupun program yang disiapkan oleh perguruan 
tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi.  

Pelaksanaan kebijakan MBKM tidak luput 
dari keterlibatan beberapa pihak di dalam kampus 
yang terdiri dari mahasiswa sebagai sasaran belajar 
program MBKM serta PT, Fakultas, Program studi 
dan juga mitra yang bertanggungjawab dalam 
memfasilitasi terlaksananya program MBKM di 
kampusnya. Peran yang harus dilaksanakan oleh 
pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
program MBKM adalah sebagai berikut; Peran 
Perguruan Tinggi sesuai Permendikbud Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak 
bagi mahasiswa (dapat  diambil atau tidak) untuk: 
a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi 
paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. 
b) Dapat mengambil SKS di program studi yang 
berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 

semester atau setara dengan 20 SKS, Menyusun 
kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi 
kegiatan pembelajaran di luar prodi, Membuat 
dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra. 

Selanjutnya pihak Fakultas yang harus 
memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas 
yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi 
menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) 
dengan mitra yang relevan. Peran Program Studi 
juga sangat penting dalam menyusun atau 
menyesuaikan kurikulum dengan model 
implementasi kampus merdeka, memfasilitasi 
mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran 
lintas prodi dalam Perguruan Tinggi, menawarkan 
mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di 
luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta 
persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata 
kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi 
dan luar Perguruan Tinggi, jika ada mata kuliah/
SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan 
pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, 
disiapkan alternatif mata kuliah daring.  

Mahasiswa sebagai subjek program MBKM 
berperan dalam merencanakan bersama Dosen 
Pembimbing Akademik mengenai program mata 
kuliah/program yang akan diambil di luar prodi, 
mendaftar program kegiatan luar prodi, 
melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, 
termasuk mengikuti seleksi bila ada, mengikuti 
program kegiatan luar prodi sesuai dengan 
ketentuan pedoman akademik yang ada. Pihak 
selanjutnya adalah Mitra yang membuat dokumen 
kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/
fakultas/program studi, melaksanakan program 
kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang 
ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). 

Laporan Utama 
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Penjaminan mutu MBKM 

Implementasi program MBKM  tidak dapat 
dilepaskan dari standar mutu pelaksanaannya 
sehingga memiliki standar mutu yang memadai 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara 
akademik. Oleh karena itu Perguruan Tinggi perlu 
menyusun kebijakan dan manual mutu untuk 
Program Kampus Merdeka yang terintegrasi 
dengan penjaminan mutu perguruan tinggi. PT 
dalam menyusun kebijakan dan manual mutu 
Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu 
pada kebijakan dan manual mutu dari sistem 
penjaminan mutu yang telah berlaku di Perguruan 
Tinggi. Penetapan mutu untuk menjamin kualitas 
implementasi program MBKM khususnya program 
“hak belajar tiga semester di luar program studi”, 
perlu mempertimbangan beberapa standar mutu 
antara lain:  

1. Mutu kompetensi peserta; 

2. Mutu pelaksanaan; 

3. Mutu proses pembimbingan internal 
dan ekternal; 

4. Mutu sarana dan pasarana untuk 
pelaksanaan;  

5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;  

6. Mutu penilaian. 

Setelah Kebijakan dan manual mutu Program 
Kampus Merdeka disusun dan ditetapkan wajib 
didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya 
kepada dosen pembimbing, pembimbing industri 
dan peserta magang. Sehingga dapat terbangun 
kesamaan persepsi diantara berbagai pihak yang 
terlibat dalam kebijakan MBKM sehingga 
pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan 
kebijakan MBKM.  

Monitoring dan Evaluasi MBKM 

Selain menetapkan mutu untuk menjamin 
kualitas pelaksanaan program MBKM, perlu 
disusun pula mekanisme formal program “hak 
belajar tiga semester di luar program studi” untuk 
mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara 
periodik.  

Pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai 
dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. 
Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian 
kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan 
produktifitas dalam melaksanakan program 
magang industri.  

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, 
yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan 
magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan 
diperoleh target yang telah dicapai dan belum 
dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan 
MBKM.  

Laporan Utama 
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Evaluasi dapat memberikan informasi terkait 
kemampuan apa yang telah dicapai oleh 
mahasiswa selama mengikuti program.  Selain itu, 
melalui evaluasi dapat dilakukan judgment 
terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. 
Selanjutnya, program ini digunakan untuk 
meningkatkan kompetensi mahasiswa. Prinsip 
Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar 
tiga semester di luar program studi” mengacu 
kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu 
edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 
transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 
Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak 
Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil 
oleh mahasiswa dan dosen pendamping di 
Perguruan Tinggi. Selain komponen di atas, 
perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat 
sistem berupa survey online tentang pengalaman 
dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas 
program merdeka belajar yang mereka jalani 
selama satu semester di luar program studi. Hal ini 
dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik 
dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi 
perguruan tinggi dalam mengembangkan program 
berikutnya. 

Nadiem Makarim, B.A., MBA., Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 
dalam webinar Majelis Wali Amanat Universitas 
Indonesia (MWA UI), Rabu (2/6/2021), 
memaparkan bahwa, Program MBKM memang 
menjadi salah satu unggulan pemerintah dalam 

mengatasi permasalahan dunia pendidikan tinggi 
saat ini, yaitu penyerapan tenaga kerja dan 
relevansi lulusan dengan dunia industri. “Tingkat 
serapan lulusan perguruan tinggi saat ini di dunia 
kerja memang masih rendah. Sampai Februari 
2021, komposisi penyerapan tenaga kerja dari 
perguruan tinggi hanya sekitar 10,18 %. Banyak 
tantangan yang juga harus dihadapi mahasiswa ke 
depan, diantaranya adalah disrupsi teknologi dan 
otomasi dunia kerja yang memunculkan berbagai 
macam jenis pekerjaan yang baru”.  

Program MBKM dapat menjadi solusi untuk 
mengatasi permasalahan PT, apabila terdapat 
persamaan persepsi dari berbagai pihak terkait 
pelaksanaan dan tujuan program MBKM tersebut 
dan implementasi MBKM  dilaksanakan sesuai 
standar penjaminan mutu yang disusun untuk 
menjamin kualitas dari pelaksanaan program 
MBKM sehingga sesuai dengan tujuan program 
MBKM. 

Laporan Utama 
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Saat ini LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat 
dan Banten sedang melaksanakan Program 
kebijakan Penggabungan dan Penyatuan  PTS  
sesuai dengan ketentuan dan aturan yang 
dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi.     

Landasan hukum kebijakan Penggabungan 
dan Penyatuan PTS di seluruh Indonesia 
berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun, 
tanggal 24 Januari 2020 tentang Pendirian, 
Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi dan 
Pendirian, Perubahan dan Pendirian, Perubahan 
dan Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta, dan 
petunjuk teknis  Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020, tanggal 
16 Juni 2020, tentang Persyaratan dan Prosedur 
Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan 
Akademik. 

Penggabungan dan Penyatuan PTS menurut  
Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LLM, 
menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan di atas,  
pengertian Penggabungan dan Penyatuan PTS 
adalah sebagai berikut: 

Penggabungan PTS adalah  menggabungkan  
2 (dua) atau lebih PTS Akadamik atau PTS Vokasi  
menjadi 1 (satu) PTS Akademik Baru. Badan 

Penyelenggara PTS Akademik yang baru tersebut 
adalah  adalah  satu badan penyelenggara dari PTS 
yang bergabung. PTS yang bergabung dapat 
berupa: 

1.  1 (satu) atau lebih PTS Akademik yang 
bergabung  dengan 1 (satu)  atau lebih  PTS 
Akademik  menjadi  PTS Akademik baru. 

2.  1 (satu)  atau lebih PTS Akademik 
bergabung dengan 1 (satu) lebih  PTS  
Vokasi  menjadi PTS Akademik yang baru. 

3.  1 (satu) atau lebih PTS Vokasi bergabung 
dengan 1 (satu) lebih PTS Vokasi menjadi 
PTS Akademik baru. 

Penyatuan  PTS adalah menyatukan  1 (satu) 
atau lebih PTS Akademik dan/atau  PTS  Vokasi 
dalam PTS Akademik lain yang telah ada  dan 
tidak mengakibatkan  adanya PTS Akademik baru. 
Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil 
penyatuan tersebut  adalah Badan Penyelenggara 
yang menerima penyatuan.  Terdapat berbagai 
alasan  pengajuan izin Penyatuan PTS Akademik 
antara lain: 

1. Dalam hal terdapat kebutuhan  dan/atau 
untuk  pemenuhan syarat komposisi  jumlah 
dan bidang ilmu  dan teknologi program 
studi  untuk suatu PTS Akademik 

Info LLDIKTI Wilayah IV 

PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI 
SWASTA DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
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2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi, 
sehingga penyatuan PTS tersebut akan 
mendapatkan akselerasi perwujudan visi 
PTS Akademik yang ada. 

3. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan 
Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak 
memilki kemampuan lagi, baik secara 
akademik maupun non akademik, dalam 
menyelenggarakan program studi yang 
dimilikinya, namun kemampuan tersebut  
akan tumbuh dan berkembang apabila  
beberapa hal dilakukan Penyatuan PTS 
Akademik. 

4. Untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan 
efektivitas pengelolaan beberapa PTS 
Akademik. 

Menurut Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IV 
Jawa Barat dan Banten  Ir. Dharnita Chandra, M.Si 
dan  Sub Koordinator Kelembagaan Tarya Sutaryo, 
S.Sos, Kebijakan Penggabungan dan Penyatuan 
Perguruan Tinggi Swasta tahun 2020 merupakan 
kelanjutan dari  kebijakan Penggabungan dan 
Penyatuan yang pernah digulirkan pada tahun 2016 
melalui Permenristekdi Nomor 100 Tahun 2016  
dan, tentang Pendirian, Perubahan dan 
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan 
Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Ijin  PTS.  

Tujuan Penggabungan dan Penyatuan PTS 
adalah untuk mengurangi jumlah PTS yang ada, 
karena Indonesia adalah salah satu negara yang 
secara kuantitatif jumlah PTS paling banyak. 
Penggabungan dan Penyatuan khususnya ditujukan  
Badan Penyelenggara PTS yang mengelola lebih 
dari 1 (satu) PTS. Selain itu yang lebih  penting 
adalah secara kualitatif kebijakan Penggabungan 
dan Penyatuan diharapkan dapat meningkatkan  
kualitas manajemen dan tata kelola lebih baik,  dan 
paling diharapkan adalah kualitas lulusasan 
mahasiswa PTS. 

Dharnita menegaskan, bahwa kriteria untuk 
menentukan PTS yang akan disarankan untuk 
Penggabungan atau Penyatuan dengan PTS lain 
akan dilihat dari jumlah student body 
mahasiswanya.  

Bagi Perguruan Tinggi Swasta yang jumlah 
student body mahasiswanya kurang dari 1.000 
(Seribu) mahasiswa. Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi Wilayah IV telah diminta Direktorat 
Pembelajaran dan Kemamasiswaan untuk 
menginventarisir PTS yang jumlah mahasiswanya 
di bawah 1.000 (seribu).  

Terkait dengan Penggabungan dan 
Penyatuan PTS, Bagian Kelembagaan telah 

membuat dan mengirimkan  google form  ke PTS 
yang ingin melakukan Penggabungan dan 
Penyatuan. Selama ini LLDIKTI Wilayah IV tidak 
punya data tentang PTS yang akan melakukan 
Penggabungkan dan   Penyatuan, padahal banyak 
PTS yang meminta data PTS melakukan  
penggabungan dan penyatuan, salah satunya  ada 
salah satu PTS terkemuka yaitu Universitas 
Katolik Parahyangan, mempunyai keinginan  
membuka Program Studi Ilmu Keguruan dan 
Pendidikan dengan melalui program Penyatuan  
PTS bidang pendidikan.  

Tindak lanjut  dari pengisian  google form 
adalah setelah diketahui  PTS yang akan 
melakukan program Penggabungan dan Penyatuan, 
LLDIKTI Wilayah IV akan mengundang 
perguruan tinggi tersebut. Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi Wilayah IV mengundang 
keseluruh PTS untuk sosialisai program  
Penggabungan dan Penyatuan keseluruh PTS yang 
jumlahnya 460 (Empat Ratus Enam Puluh) tidak 
efisien, ujar Dharnita. Karena tidak semua 
Perguruan Tinggi Swasta berminat untuk 
melakukan Penggabungan dan Penyatuan, apalagi 
PTS yang besar. Prioritas yang diundang itu adalah 
PTS yang memang berkeinginan untuk untuk 
melakukan Penggabungan dan Penyatuan. Untuk 
itu Perguruan Tinggi tersebut diberikan 
pendampingan. 

Berkaitan dengan persyaratan, prosedur dan 
mekanisme Penggabungan dan Penyatuan PTS,  
Sub Koordinator Kelembagaan Lembaga Layanan 
Pendidikan Wilayah IV Tarya Sutaryo, S.Sos 
menjelaskan bahwa bila ada Yayasan Perguruan 
Tinggi Swasta berkeinginan untuk melakukan 
Penggabungan dan Penyatuan berlaku persyaratan, 
prosedur dan mekanisme yang harus sesuai dengan 
petunjuk teknik Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020, tanggal 
16 Juni 2020, tentang Persyaratan dan Prosedur 
Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan 
Akademik. Seandainya Ketua Yayasan sebagai 
Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi 
Swasta berkeinginan untuk melakukan 
Penggabungan atau Penyatuan langkah yang harus 
ditempuh adalah:  

1. Ketua Yayasan PTS mengusulkan ke  
LLDIKTI untuk memperoleh rekomendasi 
Penggabungan atau Penyatuan. Dalam 
penggabungan ini yayasan harus 
melampirkan data pendukung terkait legalitas 
dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi 
yang bergabung baik dari akta pendirian 
awal, akta perubahan, legalitas dari 
Kemenkumham sampai akta yang terakhir. 

Info LLDIKTI Wilayah IV 
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2. Yayasan harus menyampaikan dokumen 
terkait dengan sarana dan prasarana termasuk 
meliputi didalamnya kampus, karena setelah 
bergabung menjadi universitas berbeda. 
Sebelum bergabung bentuk perguruan tinggi  
akademi atau sekolah tinggi persyaratannya 
berbeda. Persyaratan lahan hanya 5.000 m2, 
tetapi setelah bergabung menjadi universitas 
persyaratannya 1 hektar atau 10.000 m2, itu 
harus ke LLDIKTI sebagai dokumen  bukti 
pendukung dalam rangka memperoleh 
rekomendasi dari LLDIKTI. Dari 
dokumentasi pendukung tersebut nanti 
diverifikasi dan divalidasi oleh kelembagaan 
di LLDIKTI.  

3. Dalam hal LLDIKTI menerbitkan 
rekomendasi  itu hanya berpatokan terhadap 
3 aspek, pertama aspek legalitas yaitu akta 
pendirian yayasan yang akan bergabung, 
kedua aspek rekam jejak, rekam jejak itu ada 
dua, yaitu rekam jejak dengan yayasan dan 
rekam jejak dengan perguruan tinggi yang 
bergabung. Dan ketiga aspek  kejenuhan dari 
program studi terutama program studi  yang 
akan diusulkan prodi baru pada saat 
penggabungan. Karena tidak sedikit dari 
program studi terutama program studi yang 
diusulkan sebagai program studi baru pada 
saat penggabungan, karena tidak sedikit 
perguruan tinggi pada saat yang bergabung  
antara sekolah tinggi dan akademi, setelah 
dihitung syarat prodi minimal tidak terpenuhi  
jadi dalam hal ini yayasan universitas punya 
kewajiban untuk mengusulkan prodi baru 
bersamaan dengan penggabungan, karena  
seandainya yayasan mengusulkan 
penggabungan menjadi universitas, salah 
satu syarat universitas itu harus memiliki  
program studi sebayak 5 (lima) program 
studi dengan komposisi 3 (tiga) Eksaskta dan 
(dua) Sosial, seandainya syarat itu belum 
terpenuhi, yayasan punya kewajiban  
mengusulkan pembukaan prodi baru untuk 
memenuhi persyaratan minimal. Terkait 
proses penggabungan, Direktorat Jenderal 
Pendidikan tinggi memfasiltasi dengan 
membuat aplikasi Silemkerma, jadi semua 
dokumen yang telah memenuhi  persyaratan  
untuk proses penggabungan mereka 
diberikan akun, setelah memperoleh akun 
mereka semua upload semua dokumen 
usulan penggabungan melalui laman 
Silemkerma. Setelah dokumen masuk ke 
Aplikasi Silemkerma (Sistem Informasi 
Pengembangan Kelembagaan Perguruan 
Tinggi), Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi akan melakukan verifikasi dan 
validasi.  

Aplikasi Silemkerma (Sistem Informasi 
Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi), 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan 
melakukan  verifikasi dan validasi.  

Dari tahun 2019 sampai 2021 di LLDIKTI 
Wilayah IV terdapat 20 (dua puluh) PTS 
melaksanakan program Penggabungan, 2 (dua) 
PTS melaksanakan program  Penyatuan.  

Insentif diberikan kepada PTS yang akan 
melaksanakan Penggabungan dan Penyatuan, 
pertama berupa Hibah dalam bentuk uang sebesar 
100-200 juta, kedua uang bantuan tersebut untuk 
dipergunakan untuk biaya akta notaris, ketiga akan 
diberikan pendampingan dalam penyusunan 
dokumen-dokumen didampingi bersamaa bagian  
kelembagaan kepada PTS yang akan melaksanakan 
penggabungan dan Penyatuan, keempat PTS  yang 
akan melaksanakan penggabungan dan Penyatuan 
mendapatkan prioritas pelayanan di Direktorat 
Kelembagaan Direktorat Jenderal Pedidikan 
Tinggi. 

Kendala dan yang dihadapi oleh LLDIKTI 
Wilayah IV dalam kaitan penerapan kebijakan  
Penggabungan dan Penyatuan PTS menurut Sub 
Koordinator Kelembagaan Tarya Sutaryo, S.Sos 
adalah ketiadaan aturan sanksi bagi PTS yang tidak 
mau melaksanakan kebijakan Penggabungan atau 
Penyatuan walaupun dari hasil evaluasi telah 
disarankan untuk melakukan proses Penggabungan 
atau Penyatuan. (ANS)***    

Info LLDIKTI Wilayah IV 
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Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
(LLDIKTI) Wilayah IV melaksanakan Kegiatan 
Pembagian dan Alokasi Kuota KIP Kuliah Tahun 
2021 yang dihadiri oleh wakil pimpinan bidang 
kemahasiswaan dan pengelola operator KIP Kuliah 
Merdeka Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan 
LLDIKTI Wilayah IV melalui media daring Zoom 
Meeting. 

Diawali dengan laporan kegiatan oleh Sub 
Koordinator Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah 
IV, Yayan Mulyana, SE., MM. KIP kuliah akan 
menjamin keberlangsungan kuliah dengan mem-
berikan pembebasan biaya kuliah di perguruan 
tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi maha-
siswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan 
akademik. “Mudah-mudahan seluruh kuota yang 
akan dibagikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, 
tidak ada lagi mahasiswa yang sudah ditetapkan 
sebagai penerima KIP Kuliah mengundurkan diri 
atau tidak aktif ditengah jalan”. ujarnya.  

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Ir. 
Dharnita Chandra, M.Si hadir memberikan arahan 
sekaligus membuka kegiatan. Dalam arahannya 
beliau menyampaikan untuk tahun 2021 ini, 

LLDIKTI Wilayah IV mendapat alokasi KIP 
Kuliah sebanyak 7.701 yang terbagi ke 318 PTS 
yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah 
IV.  “Semoga kuota yang kami berikan ini dapat 
tepat sasaran dan bermanfaat bagi anak didik kita” 
sambut Dharnita. 

Kegiatan Pembagian dan Alokasi Kuota KIP 
Kuliah Tahun 2021 ini mengundang 318 Perguruan 
Tinggi pengusul KIP Kuliah Merdeka 2021 di ling-
kungan LLDIKTI Wilayah IV. 

Info LLDIKTI Wilayah IV 

Pembagian dan Penyerahan Alokasi Kuota KIP Kuliah 2021 



 

 12 Vol 21 No 2, 1  Agustus 2021  

Info LLDIKTI Wilayah IV 

Sosialisasi KIP Kuliah Merdeka 2021 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
(LLDIKTI) Wilayah IV melaksanakan kegiatan 
Sosialisasi KIP Kuliah Tahun 2021 yang 
mengundang seluruh wakil pimpinan bidang kema-
hasiswaan dan pengelola KIP Kuliah Merdeka 
Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI 
Wilayah IV melalui media daring Zoom Meeting. 

Diawali dengan laporan kegiatan oleh Sub 
Koordinator Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah 
IV, Yayan Mulyana, SE., MM. “Maksud dan 
tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk 
memberikan pemahaman tentang proses dan per-
syaratan KIP Kuliah tahun 2021 dengan skema ba-
ru”. jelasnya. 

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Ir. 
Dharnita Chandra, M.Si hadir memberikan arahan 
sekaligus membuka kegiatan. Dalam arahannya 
beliau menyampaikan sebagaimana diketahui bah-
wa KIP Kuliah ini diadakan setiap tahun dimulai 
tahun 2020 –sebelumnya disebut dengan bidikmisi. 
“untuk tahun lalu, KIP Kuliah diberikan kepada 
227 PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV”. 
sambut Dharnita. 

“Sesuai dengan surat kami dengan nomor 

surat 2324/LL4/KM/2021 perihal kesanggupan 
menjadi penyelenggara program KIP Kuliah Tahun 
2021, maka kami akan menunggu usulan dari PTS 
untuk menyatakan kesanggupannya untuk mem-
peroleh KIP Kuliah ini sampai dengan tanggal 28 
Mei 2021” ujarnya. 

Tahun 2021, kuota yang tersedia untuk KIP 
Kuliah di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV adalah 
sebanyak 7701. 

Narasumber pada kegiatan ini adalah Koordi-
nator KIP Kuliah Puslapdik Kemdikbud, Dr. 
Ruknan, S.Sos., MM., M.Pd., Dalam paparannya, 
beliau menjelaskan tentang teknis program KIP 
Kuliah tahun 2021. 
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Info LLDIKTI Wilayah IV 

LLDIKTI Wilayah IV Raih Juara pada Ajang 

Anugerah Humas Dikti 2020 

Pada era ini humas memiliki tugas yang se-
makin kompleks, peran dan fungsi humas menjadi 
sangat penting dan tak tergantikan, selain mem-
bangun reputasi lembaga, namun humas juga harus 
dapat menangani komunikasi krisis yang terjadi 
dalam publik internal maupun publik eksternal. 
humas pemerintah wajib menciptakan iklim kon-
dusif dengan cara menjalin hubungan baik dengan 
masyarakat dan antarlembaga. 

Humas adalah corong informasi bagi sebuah 
lembaga, artinya, informasi yang dikeluarkan oleh 
lembaga berasal dari satu pintu, yaitu humas. Hal 
ini untuk menjaga dari bias dan keambiguan infor-
masi. Dengan demikian, setiap pengambil ke-
bijakan dalam lembaga harus memberikan infor-
masi yang seluas-luasnya kepada humas atas ke-
bijakan yang dikeluarkan, yang kemudian akan 
diinformasikan kepada publik. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Ting-
gi (Ditjen Dikti), setiap tahun menyelenggarakan 
Anugerah Humas Dikti. Ajang penghargaan ini 
diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada 
seluruh humas satuan kerja yang berada di bawah 
binaan Ditjen Dikti yaitu Perguruan Tinggi Negeri 
(PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
(LLDIKTI). Kategori Anugerah Humas Dikti 2020 
terbagi menjadi kategori media sosial, laman, 
siaran pers, majalah, insan humas terpopuler dan 

laporan kerjasama untuk masing-masing jenis ben-
tuk satker, yaitu PTN-BH, PTN-BLU, PTN Satker 
dan LLDIKTI. 

Tahun 2020 ini LLDIKTI Wilayah IV kem-
bali mengikuti Anugerah Humas Dikti dalam be-
berapa kategori diantaranya kategori media sosial, 
laman, majalah, insan humas terpopuler dan 
laporan kerjasama. Seluruh satker diharuskan un-
tuk membuat laporan dari masing-masing kategori 
yang akan diikuti dan mengirimkan melalui tautan 
yang telah disiapkan. Setelah itu laporan dinilai 
oleh Tim Juri Anugerah Humas Dikti 2020 dan 
dipilih 5 besar untuk masing-masing kategori. Se-
luruh satker yang masuk ke dalam 5 besar di-
wajibkan untuk melakukan presentasi kepada Tim 
Juri. 

LLDIKTI Wilayah IV kembali meraih juara 
pada Anugerah Humas Dikti 2020 pada 3 kategori 
yaitu: 

1. Terbaik kedua untuk kategori Media Sosial 

2. Terbaik kelima untuk kategori Laman 

3. Terbaik ketiga untuk kategori Laporan Ker-
jasama 

Semoga dengan diraihnya anugerah ini dapat 
terus memacu LLDIKTI Wilayah IV untuk dapat 
terus memberikan pelayanan yang lebih cepat serta 
prima kepada para pemangku kepentingan. 
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Profil PTS - Universitas Widyatama 

Universitas Widyatama: “Revolusi Academic Atmosphere Melalui 

Merdeka Belajar : Kampus Merdeka” 

Dalam menghadapi program MBKM 
(Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) yang di-
canangkan oleh “Mas Menteri” Kemendik-
budristek Nadiem Makarim, betul-betul pimpinan 
di perguruan tinggi harus menjadi nakhoda dalam 
mengawal paradigma perubahan yang luar biasa, 
sehingga seperti merevolusi mulai dari mindset 
Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan juga 
merubah atmosfir akademik di kampusnya masing-
masing. Demikian Prof. Dr. Dadang Suganda, 
Warek 1 Universitas Widyatama dalam wawancara 
melalui Zoom Meeting beberapa waktu yang lalu. 
Kelebihan Universitas ini, ketika pada 25 Agustus 
yang lalu telah menyelenggarakan FESTIVAL 
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA 
dengan tagline-nya “TerUTama & Terdepan Im-
plementasi MBKM”. Pembelajaran yang relevan 
dengan Dunia Industri dan Dunia Usaha. Sementa-
ra perguruan tinggi lain sebagian besar masih 
tergagap dengan pelaksanaan MBKM ini. 

Prof. Dr. Dadang Suganda sebagai personil 
yang turut mendesain MBKM tingkat nasional, 
sudah tentu sangat menghayati nilai filosofis dari 
program MBKM ini, sehingga ketika implementasi 
di Universitas Widyatama menjadi sangat sistema-
tis dan terarah. Langkah awal pimpinan Universi-
tas ini adalah mengaudit Tridharma perguruan 

tinggi untuk menyusun Peta jalan (Roadmap) 
MBKM yang digambarkan sebagai berikut : 

Pertama pada tingkat rektorat, yang saat ini 
Rektor Universitas Widyatama diemban oleh Prof.  
Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si, pria kelahiran 
Sumedang yang masuk 50 peneliti terbaik se-
Indonesia, adalah Menyusun kebijakan yang me-
wadahi aturan MBKM untuk diterapkan di ling-
kungan kampus. Demikian pula, tahap kedua, pada 
tingkat Fakultas menyusun kebijakan untuk dapat 
memfasilitasi program studi dalam mengimple-
mentasikannya, mulai dari perencanaan sampai 
dengan tahap evaluasi. Adapun tahap ketiga, pada 
pimpinan prodi berperan untuk mengembangkan 
pedoman umum serta kurikulum sesuai karakter 
dan ciri khas prodi dalam memaknai program 
MBKM. Dengan demikian seluruh pimpinan di 
Universitas Widyatama bergerak sesuai dengan 
levelnya masing-masing untuk mensukseskan im-
plementasi MBKM ini. Ketika wawancara berlang-
sung hadir Dr. Rozahi Istambul, MT dekan 
Fakultas Teknik, yang dianggap lebih cepat 
mengimplementasikan MBKM secara teknis 
operasional di fakultasnya. Setelah kebijakan siap 
tersedia, maka untuk membangun pemahaman dan 
persepsi yang sama tentang MBKM pada seluruh 
sivitas akademika secara internal, termasuk filoso-
fisnya,  


